BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai kewajiban partai
politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten
Bone Bolango serta model pendidikan politik oleh partai politik, maka peneliti

dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Dari sepuluh partai politik yang menduduki di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mengimplementasikan kewajibannya
dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hanya 2 partai
politik yang mengaku telah melaksanakan pendidikan politik kepada
masyarakat yakni diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan
Bintang (PBB), dimana ke-8 partai politik lainnya belum melaksanakan
pendidikan politik kepada masyarakat. Sebagian besar partai politik mengaku
dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD hanya diperuntukan
untuk melaksanakan pendidikan politik ataupun proses pengkaderan terhadap
kader partai politik, selanjutnya diperuntukan untuk pembiayaan kesekretarian
partai dimana untuk pengadaan ATM/ATK. Sementara dalam melaksanakan
pendidikan politik kepada masyarakat sebagian besar dijalankan hanya pada
saat masa kampanye dilaksanakan. Hal ini diakui juga oleh 5 orang
masyarakat yang berasal dari 5 Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Bone
Bolango, bahwa partai politik tidak melaksanakan pendidikan politik kepada

masyarakat yang justru mengakibatkan masyarakat menaruh ketidakpercayaan
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terhadap partai politik dalam melaksanakan fungsinya. Selanjutnya
berdasarkan hasil wawancara bersama unsur pemerintah Kabupaten Bone
Bolango yang dalam hal ini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bone Bolango dan DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, partai
politik tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Akan tetapi
tidak ada asas keterbukaan atau transparansi anggaran yang diberikan oleh
DPPKAD, yang berlandaskan pada hak dari masing-masing partai politik
dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban partai politik ke
DPPKAD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa perbedaan
terhadap model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik.
Oleh karena model pendidikan politik belum diatur secara jelas maka peneliti
menawarkan model dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Model yang peneliti tawarkan akan tetap mengacu pada muatan Pasal Pasal 34
ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan politik
kepada masyarakat perlu ada suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan
oleh seluruh partai politik, hingga pada terakhir perlu ada penguatan sanksi
yang tegas untuk diberlakukan kepada partai politik yang tidak melaksanakan
pendidikan politik kepada masyarakat. Ada beberapa muatan yang perlu
diperhatikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yakni
komunikasi politik, materi dan metode pendidikan politik, dan pemberlakuan

sanksi.
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5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini,

maka peniliti merasa perlu mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah perlu adanya penguatan dalam merumuskan model
pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap
pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai
politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan
politik tidak hanya kepada kader partai politik melainkan kepada masyarakat.
Selain itu perlu disadari bahwa pendidikan politik merupakan hal yang sangat
penting dan merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tidak hanya partai
politik. Namun juga pemerintah ikut serta untuk dapat menata kesadaran
berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang dengan tujuan agar seluruh warga
negara dapat mengetahui serta memahami akan hak dan kewajibannya sebagai
warga negara. Selain itu juga, perlu adanya asas keterbukaan dimana adanya
transparansi anggaran, sehingga masyarakat juga dapat melakukan upaya
pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, yang hal ini juga dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan satu bentuk kontrol
sosial baik itu ditujukan kepada pemerintah maupun kepada partai politik.

2. Terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango
perlu untuk menyadari bahwa adanya hak untuk memperoleh pendidikan
politik dari partai politik. Namun perlu juga ada upaya untuk memperoleh
pendidikan politik yang bersumber dari perantara lainnya seperti pendidikan

politik melalui media masa.
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3. Terhadap kaum intelektual muda, mahasiswa Fakultas Hukum. Penulis
menemukan adanya objek penelitian baru yakni terkait tidak adanya
transparansi anggaran oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango yakni
DPPKAD dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban partai
politik yang beralasan bahwa hal tersebut merupakan salah satu hal yang tidak
bisa untuk dipublikasikan sekalipun untuk penelitian, sementara berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik partai politik merupakan salah satu badan publik yang jelas-jelas
diuraikan dalam Pasal 15 dan laporan pertanggungjawaban oleh Partai Politik
berdasarkan Pasal 17 tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan untuk
dipublikasikan. Sehingga Penulis berharap untuk perlu dilakukan penelitian

jauh lebih dalam terkait hal tersebut.
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